
BUPATI 
.XAINCAN

PROVINSI KALIMANTANTENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa yang akan dilaksanakan secara serentak pada

tahun 2Ot6 di Kabupaten Katingan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa

Pasal3lbahwaPemerintahDaeralrKabupatenlKota
menetapkan kebiiakan pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa dilaksanakan secara serentak;

bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara

serentak di Wilayah Kabupaten Katingan perlu dibuat

Pedoman Pemilihan KePala Desa;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembenttrkan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau' Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau' Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang

Pembenhrkan Peraturan Pemndang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran t'legara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4, Tambahan L,embxan Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang
NomorgTahun2olstentangPerubahanKeduaAtas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PeraturanPemerintahNomor58Tahun2o0Stentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepuUtit lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 140' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagian Umsan Pemerintahan antara Pemerintah'

pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

PeraturanPemerintahNomor43Tahun2oL4tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

zoL4tentangDesa(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun

2OOT tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OOT Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang

menjadiKewenanganPemerinta}rKabupatenKatingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 3);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor130Tahun2003
tentangOrganisasidanTataDepartemenDalamNegeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2OOT

tentang Ped.oman Umum Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggungiawaban Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

l2.PeraturanMenteriDalamNegeriRepubliklndonesia
NomorSoTahun2olstentangPembentukanProduk
Hukum Daerah;

lS.PeratrrranMenteriDalamNegeriNomorll2Tahun2oL4
tentangPemilihanKepalaDesa(BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O9Ll;
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MenetaPkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPEDOMAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiKatinganiniyangdimaksuddengan:

l.PemerintahanDaerahadalahPemerintatrDaerahdan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas

otonomidantugaspembanflrandenganprinsipotonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

KesatuanRepubliklndonesiasebagaimanadimaksud
dalamundang.undangDasarNegaraRepubliklndonesia
Tahun t945.

2. Kepala Desa adatah pimpinan penyelenggaraan

pemerintahan desa'

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengannamalain,selanjutnyadisebutDesa'adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan p"*itit t"ftan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat' hak asal-usul'

dart/atauhaktradisionalyangdiakuidandihormati
dalamsistemPemerintahanNegaraKesatrranRepublik
Indonesia.

4.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusan
pemerintahandankepentingarrmasyarakatsetempat
dalamsistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublik
Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

namalainadalahlembagayangmelaksanakanfungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

pendudukdesaberdasarkanketerwakilanwilayahdan
ditetaPkan secara demokratis'

6.Wilayahataudusunataudisebutdengannalnalainyang
d'isesuaikandenganasalusul,adatistiadat,darrnilai
sosial budaYa masYarakat Desa'

T.PanitiapemilihanKepalaDesatingkatdesayang
selanjutnyadisebutParritiaPemilihanadalahPanitia
yangdibenftrkolehBPDuntrrkmenyelenggarakanproses
Pemilihan KePala Desa'
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panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota'

yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan

kabupate n/Kota adalah panitia ymtg dibentuk

eupat/Walikota pada tingkat Kabupatenlkota' dalam

mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa'

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang

telahditetapkanolehpanitiapemilihansebagaicalon
yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa'

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa

yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan

pemilihan KePala Desa.

Penjabat Kepala Desa adatah seorang pejabat yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban

Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu'

PanitiapemilihanKepalaDesadidesaadalahpanitia
yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan

Kepala Desa.

Pemilih adalatr penduduk desa yang bersangkutan dan

telahmemenuhipersyaratanuntukmenggunakanhak
pilih dalam pemilihan Kepala Desa'

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS

adalahdaftarpemilihyangdisusunberdasarkandata
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum terakhir yang

telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya

serta ditambah dengan pemilih baru'

15.DaftarPemilihTambahanadalahdaftarpemilihyang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang

bersangkutanbelumterdaftardatamDaftarPemilih
Sementara.

16.DaftafPemilihTetapyangselanjutnyadisebutDPT
adalahdaftarpemilihyangtelahditetapkanolehPanitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan

jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa'

LT.Kampanyeadalahsuatukegiatanyangdilakukanoleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih

dalam rangta mendapatkan dukungan'

ls.TempatPemungutanSuara,selanjutnyadisingkatTPS'
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara'

BAB II

RUANG LINGKUP PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Ruang Linglnrp Pedoman pemilihan Kepala Desa adalah :

a. KePanitiaan;
b. Hak Memilih Dan DiPilih;
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c. Pendaftaran Pemilih Biaya Pemilihan;

d. Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan calon

Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut;

e. KamPanYe;
f. Pemungutan Suara;
g. Penghitungan Suara;

h. Panitia Pengawasan;

i. Pengawasan Pembinaan Dan Penyelesaian Fermasalahan; dan

j. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan Calon Terpilih dan

Masa Jabatan KePala Desa'

(21 Pedoman Format Tata Naskah Dinas Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini'

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD

membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa'

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan

Keputusan BPD.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa'

pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

(4) susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

a. Ketua, merangkaP anggota;

b. Wakil Ketua, merangkaP anggota;

c. Sekretaris, merangkaP anggota;

d. Bendahara, merangkap anggota; dan

e. Anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan'

(5) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan

musyawarahataumelaluimekanismepemilihan.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a. melakukan pengumuman, penjaringan' dan penyaringan

bakal calon KePala Desa;

b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

c.melakukanpemeriksaanpersyaratanbakalcalon;
d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar

sementara maupun daftar tetap pemilih;

e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;

f.mengusulkanbiayapemilihansesuaidengananggaranyang
terser{ia;

g. menetapkan Calon Kepala Desa; dan

h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan

pelaksanaanpemilihancalonKepalaDesakepadaBPD;



(71

(8)

panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungi awab kePada BPD'

panitia pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal

calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan

diri,makayangbersangkutarrharusmengundurkandiridari
kepanitiaan.

Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan

sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan,

keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga

KemasyarakatanatauTokohMasyarakatyanglainberdasarkan
KePutusan BPD.

(1O) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral' adil' jujur'

dan tidak memihak'

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

(uYangdapatditetapkansebagaipemilihadalahpendudukdesa
warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a.terdaftarsebagaipendudukdesayangbersangktrtansecara
sah;

b.padaharipemungutansuarapemilihanKepalaDesasudah
mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernatr kawin;

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap'

(2lBuktiyangbersangkutanterdaftarsebagaipendudukdesa
secara sah adalah:

a. berdomisi[ di desa yang bersangkutan sektrrang-lmrangnya 6

(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara

ytrtg dibuktikan dengan Karfir Tanda Penduduk

(KTP)/keterangan lain Yang sah'

b.dalamhalseseorangbelummernilikiKarhrTanda
Penduduk(KTP),dapatditetapkansebagaipemilihsepanjang
tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK)'

(3)YangdapatdipilihmenjadiKepalaDesaadalahpenduduk
desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang ieguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan

Undang.UndangDasarNegaraRepublikTahunL94S,serta
*"*p",t,hankandanmemeliharakeutuhanNegaraKesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tl'rnggal Ika;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama dan/ atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;

e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

(e)
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(4)

f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa

setempat paling kurang 1 (satu) tahun pendaftaran;

g.tidakpernahaiSatutripidanapenjaraberdasarkanputusan
pengadilanyangtelahmempunyaikekrratanhukumtetap
karena *"uaotL tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjarapalingsingkat5(tima)tahunataulebih,kecuali5
(lima) tahun letelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkansecarajujurdanterbukakepadapublikbahwa
yang U"r""ngtort"" plrnaf' dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

h.tidakdicabuthakpilihnyasesuaidengankeputusan
pengadilan yang mempunyai kekrratan hukum tetap;

i. berbadan "et.i 
yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari

dokter;
j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan; dan
k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;

PerhitunganbatasusiabakalcalonKepalaDesaditentukan
padasaatdibukanyapendaftaran'apabilapadasaatdibukanya
pendaftaranbakal-calonKepalaDesaditemukanlebihdarisatu
bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon

makayangdijadikandasaruntukmenentukantanggallahir
atau usia bakat 

"aton 
Kepala Desa berurutan sebagai berikut:

Pertama : Akte Kelahiran /krrtipan Akte Kelahiran /Surat

Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang

Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya l
PenerbitannYa Paling awal'

Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri

*"f,"g.i Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' harus memiliki surat

keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan

yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:

a. bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan, Pegawii Negeri Sipil yang bersangkutan harus

mendapatk"I p"r""t irr* lvrn yang dikeluarkan oleh Pejabat

Pembina Kepelawaian atau pejabat yang dittmjuk'

b.bagiPerangkatDesaharusmendapatkanrjindariCamat
dan yang ilersangkutan tidak harus menggundurkan diri dari

jabatannYa.

c. bag anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar

PemerintahKabupatenKatingan'makapengaturantentang
pemberian persetujuan lo'n mengacu pada peraturan

perund,ang-rrndangan yang berlaku pada instansi yang

bersangkutan.

Tenagahonoreryangmencalonkandirisebagaibakalcalon
KepalaDesadankemudianmenjadicalonterpilih,yang
bersangkutanharusmembuatsuratpernyataanpengundurandiri
dari tenaga honorer'

(s)

(6)



t7|ApabilaPerangkatDesasebagaimanadimaksudayat(5)hurufb
tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai

Perangkat Desa.

(8) Kepala Desa ya-ng behrm habis lnasa jabatannya dan

mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa

jabatanyangkedua,makaKepalaDesayangbersanglnrtanharus
mengambil Lti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih'

(g) Permohonan cuti/non aktif dimaksud ditujukan kepada camat

dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangkutan cuti/non

aktif, maka camat *"trtjrk sekretaris Desa atau Perangkat

Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh)'

BAB V

PENDAFTARANPEMILIHDANBIAYAPEMILIHAN
Pasal 5

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh

Panitia Pemilihan dengan mendaftar penduduk desa yang

memenuhi persyaratan sebagai pemilih'

(21 Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan menerima surat

bukti Pendaftaran.
(3) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) selesai, Panitia Pemilihan menJ^rsrrn Daftar Pemilih

SementarauntukditetapkanolehPanitiaPemilihan.
(4) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel

padapapanpengumumandikantorDesa,RT,Rwdantempat.
tempat strategis selama 3 (tiga) hari'

(5) Warga Desa yang memenuhi persyaratan' tetapi belum

terdaftar dalam Daftar Pemilih sementara sebagaimana

dimaksudpadaayat(4l,dapatmendaftarkandirikepada
Panitia Pemilihan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan

selama3(tiga)harisetelahpengumumanDaftarPemilih
Sementara berakhir'

(6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 3 (tiga)

hari.

(71 setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan

mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih sementara

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)danDaftarPemilih
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)'

(g) setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(7|,mal<aPanitiaPemilihanmenetapkanDaftarPemilihSementara
dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap'



(9)DaftarPemilihTetapsebagaimanadimaksudpadaayat(S)
diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada

papanpengumumandiKantorDesa'RT'RWdantempat-tempat
strategis tirrrry" dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan

las.

Pasal 6

(1)BiayapemilihanKepalaDesadibebankankepadaDPABadan
Pemberd ayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 201'6'

(21 Hal-hal yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Pemberdayaan

MasyarakatdarrPemerintahanDesaKabupatenKatinganTahun
Anggaran 2016 dapat diusahakan secara swadaya yang jumlahnya

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan'

BAB VI

PENDAFTARAN,PENJARINGAN,PEI{YARINGAN,PENETAPAN
CALONKEPALADESADANPENENTUANNoMoRURUT

Pasal 7

pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan

calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut:

1. panitia pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran

bakal calon KePala Desa'

2. bersamaan dengan pelaksartaan

dimaksud Pada aYat (1), Panitia
penjaringan bakal calon Kepala Desa'

3. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud

dilengkaPi dengan PersYaratan
dilalarkan PenYaringan'

4. berdasarkan hasil perryaringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3),bakalcalonKepalaDesayaflgmemenuhipersyaratart,oleh
BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih'

S.calonKepalaDesayangberhakdipilihsebagaimanadimaksud
padaayat(4)diumumkankepadamasyarakatditempat-tempat
yangterbukasesuaidengankondisisosialbudayamasyarakat
setemPat.

Pasal 8

Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan' Penyaringan

danPenetapancalonKepalaDesaadalatrsebagaiberikut:
1. Panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal

calon Kepala Desa di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain

yang dianggaP strategis'

2. Pengumuman Pendaftaran
sebagaimana dimaksud Pada

pendaftaran sebagaimana
pemilihan juga melakukan

pada aYat (2) setelah

administratif kemudian

Bakal Calon KePala Desa

ayat (1) memuat tentang ketenhrart



3.

4.

pendatjtaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendalibaran,

waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran' dan

ketentuanlainnyayangdipandangperlusepanjangtidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bakal calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan

dengan menyerahkan berkas lamaran dan pendaftarxr tersebut

arpat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang

diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan'

Berkas lamaran Bakat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud

padaayat(3)dibuatrangkap4(empat)yangmasing-masingterdiri
dari:
a.SuratpermohonanditujukankepadaBupatidanditulis

tanganolehBakalCalonKepalaDesadiataskertas
bermaterai RP. 6.000, -,

b.

c.

d.

pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Fotokopiiia?Ahterakhiryangdilegalisirolehpejabatyang
berwenang, serend-ah-rendahnya iJaa.€ll' Sekolah Lanjutart

Tingkat Pertama dan / atau sederajat;

Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari
e.

Kepala Desa;

f. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah l Puskesmas;

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Polsek;

h. Surat pernyataan bertaktya kepada Tuhan Yarrg Maha Esa;

i.suratpernyataansetiakepadaPancasilasebagaiDasar
Negara,Undang-UndangDasarNegaraRepubliklndonesia
Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,

serta pemerintah, bermaterai Rp' 6'0OO'-;

j.Suratpernyataankesediaanmer{adimenjadicalonKepala
Desa, bermaterai RP' 6'000,-;

k. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan

tindakpidanakejahatandenganhukrrmanpalingsingkat5
(lima) tahun, bermaterai Rp' 6'OOO,-,

l.Suratpernyataantidakdicabuthakpilihnyasesuai
dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetaP, bermaterai RP' 6'000'-'

m.SuratpernyataanbelumpernahmenjabatsebagaiKepala
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp' 6'ooo,-;

n. surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala

desa, bermaterai RP. 6'OOO,-;

o. surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan I
keonaran ""b"1,,*, 

selama, dan sesudah Pemilihan Kepala

Desa, bermaterai RP. 6'OOO,-;

p. Surat liin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan p"torraanl-t'ndangan bagi Pegawai Negeri Sipil'

AnggotaTentaraNasionallndonesia'AnggotaKepolisian
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5.

Republik Indonesia;

q. Surat ijin dari Camat bagt Kepala Desa yang akan berakhir

masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua;

r. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagt

pimpinan/anggotaBPD,yangdibuatrangkap3(tiga)
masing-masi;; bermaterai Rp' 6'oo0'- yang digunakan untuk:

1. Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan

p"r"yrt"t"trpendaftaranbakalcalonkepaladesa;
2. Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk

diprosespemberhentiaannyaolehBupatidengandilampiri
beritaacaramusyawarahBPDuntukmengusulkan
pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud

telahdituangkandalamkeputusanBPDtentang
Pengganti antar waktu;

3. RangkaP ketiga untuk arsiP desa;

s. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa'

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa, sebagai berikut :

a. pendaftaran Bakal calon Kepala Desa dinyatakan dihrtup

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bias diproses

untuk Pelaksanaan Pemilihan

b.PenyaringarrbakalcalonKepalaDesadiaturdenganTata
Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa'

c.Setiaptahappengumumanpendaftarandituangkandalam
Berita Acara Penutupan Pendaftaran'

d. Apabila sampai dengan pengumumEur tahap kedua tidak

ada yang *.,,dun''m,, diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa,

maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD'

e. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud

ayat(5)hurufd,BPDmenyatakanprosespemilihanKepala
Desabatal,danselanjutnyaBPDmelaporkankepadaBupati
KatinganUp.KepalaBPMPDKabupatenKatinganmelalui
Camat.

Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakat

Calon KePala Desa.

Dalam hal terdapat kekurangan dan I ata,u keragu-raguan

tentang syarat yang telahditetapkan, maka Panitia Pemilihan

memberitahukan """*" 
terflrlis kepada yang bersangkutan untuk

melengkapipersyaratanpalinglamaS(delapan)harisejak
pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan'

8. Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal

Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat

pelaksanaan Penelitian berkas'

Calon KePala
berita acara

sesuan
Calon

6.

7.

g. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

denganBeritaRcaraPenelitianBerkasditetapkansebagai
KepalaDesadenganKeputusanPanitiaPemilihan.
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Pasal 9

(1) Paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye'

dilakukanpenentuannomorurutCalonKepalaDesaYang
Berhak Oipititr melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia

Pemilihan.

(2lPenentuannomorunrtCalonKepalaDesaYangBerhakDipilih
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdihadiriolehCalon
KepalaDesaYangBerhakDipilih,BPDdanPanitiaPengawas.

(3)Dalamhatpemiliharrharryadiiklrtil(satu)CalonKepalaDesa
YangBerhakDipilih,makatidakdilaksanakanpengundian
nomorsebagaimanadimaksudpadaayat(2|danCalclnKepala
DesaYanggerhakDipilihmemperolehnomorurutl(satu).

(4) Nama dan nomor urut calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

yangtelahditetapkan,dituanglrandalamberitaalcaxaoleh
PanitiaPemilihandandiumumkankepadamasyarakatdi
tempat-tempatyangterbukasesuaikondisisosialbudaya
masYarakat setemPat'

BAB VII

KAMPAI{YE

Pasal 10

(1)Kampanyeadalahmerupakanforumpenyampaianvisi,misidan
programyangakandilaksanakanapabilayangbersangkutan
terPilih menjadi KePala Desa'

(2lKamparryedilaksanakansebagaibagrandaripenyelenggaraan
pemilihan.

(3) Kampanye dilakukan di selunrh wilayah Desa'

(4)KampanyedilaksanakanolehCalonKepalaDesadan/atautim
kamPanYe.

(5) Tim Kampanye dibenhrk oleh Calon Kepala Desa dan

kepada Panitia Pemilihan'

dilaporkan

(6) Penanggungjawab kampanye adalah Calon Kepala Desa'

t7)Dalamkampanye,raT<yatmempunyaikebebasanmenghadiri
kamPanYe.

(8) KamPanYe dilakukan
dengan Pelaksanaan

selama 2 (dua) hari, dan dilanjutkan

debat publik/terbuka antar Bakal Calon

Kepala desa.

(9}JadwalpelaksanaankampanyeditetapkanolehPanitia
Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa'

(1O) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a. Pertemuan Terbatas,

Pertemuanterbatasdilaksanakandatamruanganatau
gedungatautempatyangbersifattertutup,jumlah
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peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah

iempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau

undangan lainnya yffig bukan pendukung dan hanya

dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Desa'

b. TataP Muka dan Dialog;

Tatapmukayangsifatnyadialoginteraktifdilaksanakan
dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak

melamPaui kaPasitas temPat

c.Penyebaranmelaluimediacetakdanmediaelektronik;

Penyebaranmelaluimediacetakdanmediaelektronik
dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang

materi dan substansi pembe .?jrtaanlpenyiarannya sesuai

ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku'

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan

padakampanyepertemuanterbatas,tatapmuka,rapat
umum, daniatau di tempat-tempat umum dengan

menggunakannomorunrtdangambarcalonKepalaDesa.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;

Pemasanganalatperagaditempatumumdilaksanakandalam
benhrkpemasilLganalatperagaditempat/lokasiyang
ditetapkandan/ataudiizinkanolehPemerintahDesa
setempat, dan/atau atas izirr pemilik tempat yang

bersangkutan,danpemasangannyamempertimbangkanetika,
estetika, kebersihan, dan keindahan'

(11) Dalam pelaksanaan kampanye' Calon Kepala

kamPanYe dilarang:

a. mempers oalkan dasar rregara Pancasila

Undang- Undang Dasar Negara Republik

L945;

b. menghina seseorang,

Desa;

c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau

kelomPok masYarakat;

d. menggunakan kekerasan, aracamar kekerasan atatr

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

e.mengganggukeamanan',ketenteraman'danketertibanumum;
f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye

calon KePala Desa;

g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan

berjalan kaki dan /ataudengan kendaraan di jalan'

(12) Dalam kamparrye, calon Kepala Desa atau tim kampanye

dilarang melibatkan:

Desa atau tim

dan Pembukaan
Indonesia Tahun

agatrta, suku, ras, golongan, calon Kepala



a. Aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik

Indonesia;

b.PegawaiNegeriSipil,pejabatstrukturaldanfungsionaldalam
jabatan negeri;

c. Penjabat KePala Desa; dan/atau

d. Perangkat Desa'

(13)PenjabatKepalaDesad'an/atauPerangkatDesadilarang
membuatKeputrrsandan/atautindakany{Lgmenguntungkan
atau merugik-an salah sattr calon Kepala Desa selama kampanye'

(14) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, huruf b, hunrf c,

hunrfddanhurufe,*"*p"k*tindakpidanadandikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(15) pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f, huruf g, dan

hurufhyangmerupakanpelanggarantatacarakampanyedikenai
sanksi:

a. Peringatan tertulis apabila penyelen ggara kampanye melanggar

larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya

pelanggaranatanrdiseluruhwilayahDesayangbersangknrtan
apabilaterjadigangguanterhadapkeamananyangberpotensi
menYebar ke wilaYah Desa Lain'

(16) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (15)

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan'

(12) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye

sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dikenai sanksi

penghentiankampanyeselamamasakampanyeolehPanitia
Pemilihan

(1g) calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan

dan/ataumemberikanuangataumaterilainnyauntuk
memPengamhi Pemilih'

(19) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1"5)'

berdasarkanputrrsanpengadilanyangtelahmempunyaikekrratan
hukum tetap dikenai *"rrt *i pembatalan sebagai calon Kepala

Desa oleh BuPati atas usul BPD'

(20) Dana kamPanYe bersumber dai:

a. Calon KePala Desa;

b. sumbangan pihak-pihak tain yang tidak mengikat yang

meliputisumbanganperseorangandanlat.aubadanhukum
swasta.

BAB VTII

PEMUNGUTAN SUARA
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Pasal lL

(1) Pemitihan calon Kepala Desa dihadiri

pemilihan, calon yang berhak dipilih' tim
dan/atau tim Pengawas kabuPaten'

(21 Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan' panitia Pemilihan

menyediakan:

a.Papanpengumumanyangmemuatnama-nag}acalonyang
berhak diPilih;

b.Karflrsuarayangmemuat,narnadanfotocalonyangberhak
dipilih yang t"frf, ditandatangani oleh ketua panitia

pemilihandandistempel,sebagaitandasuratsuarayangsah,
d.ttg* ketentuan sebagai berikut:

1.Karfi]SuaramemuatnamadanfotoCalonKepalaDesa
Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut

Yang telah ditetaPkan'

2.Karfusuaraterbuatdarikertasberwarnaputihdengan
foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih)'

3.Dalamhalpemilihanhanyadiikutil(satu}CalonKepala
Desa VmJ Berhak Dipilih' maka dalam karhr suara

hanyaaiseaiamnl(satu)namadanfotoCalonKepala
oe*aYangBerhakDipilihuntukSuarayangmendukung
dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak

mendukung'

c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan

kebutuhan berikut kuncinYa;

d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian

suara;

e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;

f. Papan tulis untrrk menghitung suara;

(3)JumlahkarttrSuarayangharusdisediakansejumlahdaftar
pemilihtetapditambahcadangan2,So/o(duakomalimapersen).

(4)Sekurang-kurangnyaT(tujuh)harisebelumpemilihan
dilaksanakan, panitia pemilihan mengumumkan tentang wakhr

dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa'

(5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat

yang telah ditentukan'

(6) Dalam hal terjadi bencana alam, kemsuhan, gangguall

keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau

sebagianwilayahdesabersangkutanyarlgberakibatpemilihan
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang

ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat- lambatnya 3O

(tiga Puluh) hari.

(TlApabiladatamwaktu30(tieapuluh)harisebagaimana
dimaksudpadaayat(6}pemilihanbelumdapatdilaksarrakan,
maka BpD melalui camat mengusulkan kepada Bupati

perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan'

(8)Untr'rkkelancaranpelaksanaanPemilihanKepalaDesa,
15
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pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat'

(9)Dalamhalterdapatlebihdaril(satu)TempatPemungutan
Suara,makaditetapkanTempatPemungutanSuaralndukdan
Tempat Pemungutan suara Tambahan sesuai kebutuhan'

(1o)TempatPemungutanSrraralndukdipergunakanuntuk
melaksanakan pemungutan dan penghitungan sllara, sedangkan

TempatPemungutanSuaraTambahanhanyadipergunakanuntuk
melaksanakan Pemungutan suara'

(11)AnggotapanitiayangditunjukolehKetuaPanitiaPemilihan
memimpindanbertanggungjawabterhadappemungutanSuara
pada Tempat pemungutan Suara Tambahan dan dibantu oleh

Panitia Pemilihan yang lain sesuai kebutuhan'

(12) Proses pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan

suara Tambahan sama dengan di rempat pemungutan suara

Induk.
(13) Sekurang-lmrangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan

dilaksanakan, Panitia Pemilihan meny€unpaikan surat undangan

kepada Pemilih dengan mencanfi.rmkan waktu dan tempat

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa'

(14)suratundangansebagaimanadimaksudpadaayat(13}diberi
nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam

Daftar Pemilih TetaP'

(15) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus

dilengkaPi dengan tanda terima'

(16) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum

menerimasuratundangandapatmemintakepadaPanitia
Pemilihanpalinglambatl.(satu)harisebelumpenyelenggaraan
Pemungutan suara'

(17) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 16)

tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat

diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan

menggunakan hak PilihnYa'

(18) Dalam hal Pemilih telah didaftar n€rmun tidak tercantum

dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat

menunjukkanTandaBuktiPendaftaranPemilih,setelah
dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas

dan/atauSaksimakayangbersangkutandiberi
kesempatan menggunakan hak pilihnya'

(19) Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang

ke temPat Pemilihan'

(20)Selambat.lambatnyal(satu)harisebelumdilaksanakan
pemrrngutanstlara,PanitiaPemilihanmempersiapkantempat
Pemilihan KePala Desa'

(21)JumlahbiukSuaradisesuaikandengankebutuhan.
(22|DalambilikSuaradisediakanperlengkapanyangterdiridari:

a. meja;

b. alas coblos (bantalan); dan
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c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali)'

(23)PanitiaPemilihanmenyiapkanKotakSuarayangjumlahnya
disesuikan dengan kebutuhan'

(2a) Pada saat pemungutan suara' pma Calon Kepala Desa Yang

BerhakDipilihdapatberadadiTempatPemungutanSuara
untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara'

(25)DalamhalCalonKepalaDesaYangBerhakDipilihberhalangan
hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan' dan

sebagaigantinyadapatditempatkanfotoyangbersangkutan
di tempat duduk yang telah ditentukan'

(26)DalamhalTempatPemungutanSuaralebihdaril(sattr)
tempat, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

dapatberadadiTempatPemungutanSuaralndukdarrpada
TempatPemungutanSuaraTambahanhanyaditempatkanfoto
yang bersangkutan'

(271 Dalam hal salah satu calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

berhalangantetapsebelumdilaksanakanpemungutansllara,
makapelaksanaarrPemilihanKepalaDesahanyadiikutioleh
Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain'

(2g) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu)

CalonKepalaDesaYangBerhakDipilih,danyangbersanglnrtan
berhalangantetap,makaPemilihanKepalaDesadirryatakanbatal
dan dilakukan proses pemilihan dari awal'

(29)Dalamprosespemungutandanpenghitungansuara,setiap
calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu)

orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara'

(3O) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat {291 harus

menyerahk"" surat mandat dari calon Kepala Desa Yang Berhak

Dipilih kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti

proses pemungutan dan penghitungan suara'

(31) Saksi tersebut berhak untuk:

a. hadir pada persiapan pembukaan kmungutan Suara;

b.mengamatiprosespemungutansuara,kecualisaatpemilih
mencoblos kartu suara;

c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta

penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang

terjadi;
d. mengilnrti proses penghitungan suara;

e. menandatangani berita acara pemungutan

penghitungan suara;

f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan

Panitia Pengawas / Kecamatan'

dan

kepada

(32) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 L dilarang:

a. mempenganrhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;

b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;

c.menyaksikanPemilihsaatmencobloskarhrsuara;



d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;

e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang

melaksanakan tugasnYa;

f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan

penghitungansuafaataumenimbulkankekacauanditempat
Pemungutan suara;

g. menggunakan atribut calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih'

(33)RapatpemungutanSuaraPemilihanKepalaDesapadaTPSinduk
dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS

tambahan dipimpin oleh salatr satu perwakilan panitia yang

ditunjuk.
(34)Acararapatpemungutansuaraadalahsebagaiberikut:

a. Pembukaan;
b. sambutan Panitia Pemilihan;

c. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan

didampingi calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan I atau

Saksi;

d. pelaksanaan Pemungutan suara;

e. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;

f. penutuP.

(35) Dalam sambutan Pada acara

mengumumkan tentang:
pembukaan, Panitia Pemilihan

nomor urut dan nama calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;

jumlah Pemilih tetaP;

waktu pemungutan suara;

tata cara dan sahnya pemungutan suara;

e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan

suara.

(36) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

34 hurrf c meliPuti:

a. penelitian kotak Suara dengan membuka kotak suara,

mengeluarkanseluruhisinya,kemudianmemperlihatkan
kepadaCalonKepalaDesaYangBerhakDipilih,Saksidan
para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan

kosong, *"rrrlrpnya kembali, mengunci dan menyegel dengan

menggunakankertasyangdibubuhicapataustempelPanitia
Pemilihan;

b. menghitungjumlah kartu suara;

c.menelitikelengkapanberkaspemungutansuaradan
penghittrngan suara, serta alat tulis;

d.menelitibilikdanalatpencoblosankartusuara.
(37) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitla pemilihan

harus:
a. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para

pemilih dan saksi batrwa kotak suara dalam keadaan kosong

sertamenuhrpnyakembali,menguncidanmenyegeldengan
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menggunakankertasyaflgdibubuhicapataustempelpanitia
pemilihan;dan

b. mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia'

(38)PanitiaPemilihanmencocokkansuratundangarryangdibawa
oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap'

(39} Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 38,

telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut

kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan

diserahkan kembali kepada Pemilih unhrk selanjutnya

dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan'

(a0) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara

nalnayangtercantumdalamsuratundangandenganPemilih,
maka Panitia Pemilihan mencocokkan nalna yang bersangkutan

dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya'

(a1)Apabilasuratundangansebagaimanadimaksudpadaayat33'
tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan

menYita surat undangan tersebut'

$2)Apabilapemilihtidakmembawasuratundangankarenaalasan
yangdapatditerimaolehpanitiapemilihandanyang
bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang

besangkutandapatmemberikansuaradenganmenunjukkanK,]F
atau identitas diri lainnYa'

(43)Setelahmenerimakartusuara,Pemilihmenelitikarhrsuara
tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih

berhak meminta karfu suara yang baru setelah menyerahkan

kembali}rartusuarayarlgcacatataurusakkepadaPanitia
Pemilihan.

(44) Seorang pemilih hanya d.ibenarkan memberikan suaranya kepada

1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;

(45)Seorangpemilihyangberhalanganhadirkarenasesrratu
alasan,tidakdapatdiwakilkandenganalasanapapun;

(46) Bagr pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan

pencoblosandapatdibantrroleh2(dua)orangsaksidaripanitiadi
temPat Pemungutan suara'

$71 Pemrlih yang hadir diberikan selembar karhr suara oleh panitia

pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir'

(48)Setelakrmenerimakartusllara,pemilihmemeriksaatau
meneliti karhr suara dan apabila karlu suara dimaksud dalam

keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta karttr suara

bam setelah menyerahkan kembali kartu sr-lara yang cacat atau

rusak.

(49) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos

karfu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang

berhak diPilih.

(50) Pencoblosan kartu suara

dengan menggunakan alat

pemilihan.

dilaksanakan dalam bilik suara

yang telah disediakan oleh panitia



(51) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih

yang berhak menggunakan hak pilihnya'

(S2)PemilihyangkelirtrmencobloskartuSuara,dapatmeminta
kartu suara bala setelatr menyerahkan karhr suara yang

keliru kepada panitia pemilihan'

(53) Setelah karhr suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara

ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan

semula.

(54)Setelahpemungutansuaraselesai,makalubangkotak
suaradisegeldenganmenggunakankertasyangdibubuhicap
atau stemPel Panitia Pemilihan'

(55)Setelahpemungutansuaraselesai,selanjutnyaKetuadan
sekretarispanitiapemilihan,cal0nKepalaDesaYangBerhak
Dipilih,darr/atausaksimenandatanganiBeritaAcara
Pemungutan Suara'

(56) pada Tempat Pemungutan suara Tambatran' penalrdatanganan

BeritaAcaraPemungutanSuaradilakrrkanolehperwakilan
Panitia Pemilihan dan Saksi'

(57) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara

dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk'

(S8)Setelahpemungutansuaraselesaidilanjutkandengan
penghitungan suara'

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 12

(1)Setelahpemilihmenggunakanhakpilihnyaunhrkmemberikan
suaranya, panitia p"*itit,"', meminta kepada masing-masing

calon yang berhak dipilih agat menugaskan sattr orallg pemilih

unhrk *",,3"ai saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan

batas wakttr Yang ditentukan'

(21 Da1am hal terd'apat Tempat Pemungutan Suara

Tambahan,rapatpenghitungansuaradimulaisetelahseluruh
kotaksuaraterkrrmpuldiTempatPemungutanSuaralnduk.

(3)Rapatpenghitungansuarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dengan susunan acarasebagai berikut:

a. Pembukaan;

b. Penghitungan suara;

c.penandatangananBeritaAcaraPenghitunganSuara;

d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;

e. PenutuP.

(4}PanitiaPemilihanmembukakotakSuara,mengeluarkansatuper
satrr kartu suara dan menghitrrng sah tidaknya kartu suara

dengan disaksikan oleh Saksi'

Tambahan

rapat



(5) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk

mengetahuiSuarayangdiberikankepadacalonyaflsberhak
dipilihd'artkemud'ianpanitiapemilihanmembacanamacalon
ataunomorurutcalonyangberhakdipilihyangmendapatsuara
tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan

sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-

saksi dan Pemilih Yang hadir'

(6) Karhr suara dinyatakan sah apabila:

a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut,

fotodannamaCalonKepalaDesaYangBerhakDipilih;
b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga

mengakibatkansuratSuaraterdapatduahasilpencoblosan
tetapi tidak mengenai kotak calon lain;

c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu)

coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;

d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan

namaCalonKepalaDesaYangBerhakDipilihdanmengenai
bagian lain dari karhr suara dan tidak merusak kotak yang

memuatnomorurut,fotodannamaCalonKepalaDesa
lainnYa.

e.coblosanharusmenggunakarralatpencoblosyangdisediakan.

(71 Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:

a.tidakmemakaikartusuarayangtelahditenttrkan;
b.tidakterdapattandatanganketuaparritiapemilihandan

stemPel Panitia Pemilihan;

c. ditandatangani atau
identitas Pemilih;

memuat tanda Yang menunjukkan

d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak

dipilih;

e. menentukan calon lain selain dari calon yang

yang telah ditentukan;

berhak diPilih

f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang

disediakan;

g.tidakmenggunakanalatpencoblosyangtelahdisediakan.

(8)Alasan-alasanyangmenyebabkankartusuaratidaksah'
diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga'

(9}PanitiaPemilihanmencatathasilpenghitungansuarapada:
a. PaPan Penghitungan suara;

b. Blanko Penghitungan suara;

(10) Kartu suara diPisahkan dalam:

a. karhr suara sah;

b. kartu suara tidak sah;

(11) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti 1 (satu) calon

KepalaDesaYangBerhakDipilih,makakarfusuaradipisahkan
2t



dalam:

a. kartu suara sah Yang mendukung;

b. karflr suara sah yang tidak mendukung;

c. karhr suara Yang tidak sah'

(12}CalonKepalaDesaYangBerhakDipilihyangdinyatakan
terpilih adalah calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang

mendapatkan dukungan suara terbanyak'

(13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala

DesaYangBerhakDipilihyangmendapatkanduhrngansuara
terbanyak i"r,g", jumlah yang sama, maka dilak,kan pemilihan

ulang.

(1a) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (13) hanya diikuti

oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang

mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sarna dan

dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa'

(15) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana

pembuatan kotak suara, bilik suara dan

ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten'

(16) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap salna' maka

Pemilihan xepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan panitia

merumuskan proses/ mekanisme Pemilihan ulang berikutnya'

(l7)Setelatrpemungutarrsu'aradarrpenghitungansuaraselesai,
maka Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan bersama-salna

dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih danlatau

saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan

KePala Desa.

(1g) Dalam hal calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dadrt I atau

saksi tidak mau menandatangani berita acata, maka pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah'

(1g) setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:

a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelatr tanggal pelaksanaan

pemilihanSegeramengajukanlaporandanberitaacara
Pemilihan KePala Desa kePada BPD

b. Mempertanggungiawabkan biaya pemilihan kepada BPD'

(2O) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan

danBeritaAcaraPemilihandariPanitiaPemilihan,BPD
menetapkanCalonKepalaDesaTerpilihdenganKeputusanBPD
danselanjutnyamengusulkanCalonKepalaDesaTerpilih
kepadaBupatiKatinganUp.KepalaBPMPDKabupatenl(atingan
melalui Camat untuk disahkan;

ayat (14), btaYa

kartu suara tidak

BAB X

PANITIA PENGAWASAN
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Pasal 13

(1) Untuk memfasilitasi gUna kelancaran, ketertiban dan keamanan

pemilihanKepalaDesa,dibentukPanitiaPengawasPemilihan
Kepala Desa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat

KabuPaten.

a.PanitiaPengawasPemilihanKepalaDesaditingkatDesa
dibentukdanbertanggungiawabkepadaBPD,yffLgditetapkan
denganKeputusaneimpinanBPD.KeanggotaanPanitia
pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 5

0ima)orangyangberasaldariunsurtokohmasyarakat
dan/ atau unsur masyarakat lainnya'

b.PanitiaPengawasPemilihanKepalaDesaditingkatKecamatan
dibentuk dan bertanggungjawab kepada Camat, yang

ditetapkan d'enganKeputrrsan Camat'

c. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten

dibentuk dan bertanggungiawab kepada Bupati, yang

ditetapkan denganKeputtrsan Bupati'

(2lPanitiapengawaspemilihanmempunyaitugasdanwewenang:

a.mengawasisemuatahapanpenyelenggaraanpemilihan;

b.menerimalaporanpelangaranperaturanperrundang.
undangan;

c.menyelesaikansengketayangtimbuldalampenyelenggafaan
Pemilihan;

d. meneruskan temuan dan rapora^ y,urtg tidak dapat

diselesaikan kepada instansi yang berwenangi dan

e. mengatur hubungan koord'inasi antar panitia pengawas

Pada semua tingkatan'

(3) Panitia pengawas berkewajiban:

a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;

b. melalnrkan pengawasan pelaksafiaan pemilihan secara aktif;

dan

c. meneruskan temuan dan laporan ya,lg merupakan

pelanggaran kepada pihak yang berwenang'

(4}T\rgasd'arrwewenangPanitiaPengawassebagaimarradimaksud
padaayat(2lhunrfddankewajibanPanitiaPengawas
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufcdimaksudkan
apabila permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan oleh

Panitia Pengawas pemitihan Kepala Desa secara berjenjang' maka

calonreparaDesayangBerhakDipilih,saksi,dan/atau
masyarakatyangmengadrrkepadaPanitiaPengawasdiarahkan
untuk menemPuh jalur hukum'
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(1)

(21

BAB XI

PENGAIT]VASAN PEMBINAAN DAN

PENYELESAI.AN PERMASALAHAN

Pasal 14

Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses

pemitihanKepalaDesa,makaCalonKepalaDesaYang
BerhakDipilih,Saksi,dan/ataumasyarakatdapat
mengajukan pengad,uan kepada PanitiaPengawas;

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan

Secaratertulissejal.terjadinyapelanggarandanpalinglambat3
(tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara'

Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima;

Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau

tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari setelah Pengaduan diterima;

(5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung

unsur tindJk pid"rr", maka panitia pengawas menyelesaikannya

dengan caramusyawarah yang dituangkan dalam berita acara;'

(6)Dalamhalpengaduanbersifatsengketayangmengandungunsur
pidana, *.t" Panitia Pengawas menyarankan pihak - pihak yang

dir.urgikan untuk meneruskan pengadual}nya ke jalur hukum;

(7)Penyelesaianpengaduansebagaimanadimaksudpadaayat(6),
menungguditetapkannyaputusanpengadilanyangtelah
memPunyai kekuatan hulnrm tetaP;

(g) sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat {71, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;

(9) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui

tahaPan:

a.mempertemukanpihak-pihakyangbersengketauntuk
melakukanmusyawarahdalamrangkamencapaikesepakatan;

b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)'

paling lambat 3 (iiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa

diPertemukan;

c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang

bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui

oleh Panitia Pengawas;

d.dalamhaltidaktercapaikesepakatan,PanitiaPengawas
mengaratrkan kepada plrr*-p*rak yang bersengketa untuk

menemPuh jalur hukum;

e.PernyataanKesepakatansebagaimanadimaksudpada
hurufcdisampaikankepadaPanitiaPemilihan.

(3)

(4)
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(10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8), menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi

persyara tanr atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah

mempunyai tetuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah

sebagai berikut:

a,apabilaputusanpengadilandimaksudditetapkan
sebelumharipemungutansuara,makacalonkepaladesa
yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh

mengilnrti proses pemilihan selanjutrrya'

b.apabilaputusanpengadilandimaksudditetapkarrsetelah
penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah

menyanglnrtcalonkepaladesaterpilihdanbelumdilakukan
pelantikan,makacalonkepaladesaterpilihtersebut
dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang'

c.apabilaputusanpengadilandimaksudditetapkansetelah
pit.rrtit"r, calon kepala desa terpilih, dalam hal putusannya

adalahmenyangkrtkepaladesayangdilantik,makakepala
desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan

Pemilihan ulang'

BAB XII

PENETAPAN,PENGESAHAN,PENGANGKATANCALoNTERPILIHDAN
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 15

Setelahpenghitungansuaraselesai'panitiapemilihan
men5rusun dan membacakan berita acarapemilihan'

Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatanganiolehpanitiapemilihan,calonKepalaDesadan
saksi.
Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara

pemilihandisampaikanolehpanitiapemilihankepadaBPD.
Berdasarkanlaporanpelaksanaanpemilihandanberitaac^ta,
pemilihan 

"eUagpim.r," 
ai*"tsud pada ayat (3)' BPD menetapkan

"rfon 
Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD'

BupatimenerbitkanKeputusanBupatitentangPengesahan
PengangkatanKepalaDesaTerpilihpalinglama3o(tigapuluh)hari
terhitung sejak iur*gA diterimanya usulan pengangkatan calon

terpilih oleh BPD melalui Camat'

Pasal 16

(1). Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 3O (tiga

puluh) hari terhiiung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(zl.Sebelummemarrgkujabatannya,KepalaDesamengucapkan
sumPah/janji.

(1).

(21.

(3).

(4l,.

(s).
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(3). Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa

sebagaimanadimaksudpadaayat(2|dapatdiselenggarakandi
pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara

yangdihadirianggotaBPDdanmasyarakatdesayang
bersangkutan.

(4). Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat

wakarkarenaalasan-alasanv""sdapatdipertanggungiawabkan,
dapat ditunda selama- lamanya- I (satu) bulan sejak tanggal

berakhirnyamasajabatanKepalaDesayangbersangkutan
denganpersetujuanBPD,aenganketentuanbahwaKepala
Desayangbersangkutantetapmelaksanakantugasnyaselama
masa Penundaaan tersebut'

(5).DalamhalKepalaDesaTerpilihditetapkansebelum
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala

DesaTerpilihmenu.n.gguberakhirnyamasajabatanKepalaDesa.

Pasal 17

TataUnrtanAcarapadaupacarapengambilansumpah/janjidan
pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. pembukaan;

2. pembacaan KePutusan BuPati;

S.pengambilansumpah/jar,jijabatanolehBupatiatauPejabat
yang ditunjuk;

4.penandatangananBeritaAcaraPengambilanSumpah/Janji;
5. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

6.serahterimajabatanKepalaDesadanpenyerahanKeputusan
Pemberhentian dan Pengangkatan' dengan catatan

pelaksanaannyamenyesuaikandengansituasidankondisi
setemPat.

7. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabatyang ditunjuk;

8. sambutan BuPati;
g. Pembacaan do'a;

10. penutuP.

Pasal 18

Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah I iafftJi dan

pelantikan ditentukan sebagai berikut:

l.KepalaDesaymlgakandilantikmenggunakanPakaianDinas
UPacara (PDU) sebagai berikut:

a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:

a.l.Kemejawarnaputih,dasiwarnahitampolosdanjas
*"ttt putih dengan kancing warrra perak;

a.2. Celarra panjang warna putih; dan

a.3.Kaoskakidansepatukulit,semuaber.warnaputih.
b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas i



b.l.Kemejawarnaputih,dasiwarnahitampolosdanjas
warna putih dengan kancing warna perak;

b.2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan

b.3. Kaos kaki dan sepatu fantovel, Semua berwarna putih

c. PDU Kepala Desa wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan'

2. Isteri Kepala Desa yang dilantik mernakai seragam resmi PKK'

3. Suami Kepa1a Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap

(PsL).

4.PejabatKepalaDesa/KepalaDesayanghabisfnasajabatannya
memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL)'

Pasal 19

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai

tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali

masa jabatan.

Pasal 20

PeratrrranBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan,

mengetahui, mernerintahkan pengundangan

dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ti'z- ro\L

KA GAN,

€---'--

H. AHMAD YANTENGLIE

Agar setiaP orang
Peraturan BuPati ini
Kabupaten Katingan.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, tt - z - ?otc

SEKRETABIS DAERAH
KATINGAN,KABUP'CEN

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KATINGAN TAHUNKABUPATEN
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2OL6

TANGGAL 17 Februarl 2016

1. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A);

2. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Format B);

3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C;

4. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D);

5. Daftar Pemilih Tetap (Format E);

6. Surat Kuasa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format F);

7. Surat Permohonan Kepada Bupati (Format G);

8. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Format H);

g. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 dan Kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Format I);

10. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format J);

1 1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihulmm Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan (Format K);

12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih (Format L);

13. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama

Sepuluh Tahun Atau Dua Kali Masa Jabatan (Format M);

L4. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalonan Kepala Desa (Format N);

15. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum,

Selama Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format O):

16. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD

(Format P);

L7. Berita Acara Penutupan Bakal Calon Kepala Desa (Format Q)

18. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format R);

19. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa (Format S)

20. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang

Berhak Dipilih (Format T)

21. Kartu Suara Dan Foto CaIon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format U)

22. Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Yang Diikuti 1 (Satur) Calon Kepala Desa

Yang Berhak Dipilih (Format V)

23. Surat Undangan Kepada Pemilih (Format W)

24. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Desa Serta Rincian T\rgas Panitia (Format X)

25. Surat Mandat Saksi (Format Y);
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26. Berita Acara Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Format z)

27. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Format AA)

28. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan calon Kepala

Desa TerPilih (Format BB)

29. Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format cc)

30.DaftarHadirCalonKepalaDesa(FormatDD}
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